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ABSTRACT  
Indonesian criminal law has undergone a fundamental paradigmatic transformation from retributive toward 

restorative justice, notably through the adoption of rechterlijk pardon into the National Criminal Code. Scholarly 

discourse addressing the integration of this concept into the Indonesian legal framework remains scarce. This 

study seeks to examine the constitutional and philosophical underpinnings of rechterlijk pardon in Indonesia and 

to construct a conceptual model for judicial pardon decisions that harmonizes justice and humanity. Employing 

a normative juridical methodology grounded in secondary data, this research utilizes statutory, conceptual, and 

comparative approaches. The findings reveal that Article 54 paragraph (2) provisions on rechterlijk pardon are 

rooted in fundamental constitutional principles and align with the Pancasila philosophical values of divinity, 

humanity, nationalism, democracy, and justice. This study proposes a conceptual model establishing objective 

criteria comprising the triviality of the offense, the offender's personal circumstances, conditions surrounding and 

subsequent to the commission of the criminal act, and considerations of justice and humanity. This research 

advances Indonesian criminal law scholarship by offering a conceptual framework reconciling legal certainty 

with substantive justice and furnishing practical guidance for judicial application of Article 54 paragraph (2) of 

the National Criminal Code. 

Keywords: Judicial Decision; Rechterlijk Pardon; Justice; Humanity. 

 

ABSTRAK: 
Perkembangan hukum pidana Indonesia yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari retributive justice 

menuju restorative justice dengan konsep Rechterlijk Pardon yang diadopsi ke dalam KUHP Nasional. Literatur 

akademi yang mengkaji adaptasi rechterlijk pardon ke dalam sistem hukum Indonesia masih sangat terbatas. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional dan filosofis rechterlijk pardon dalam konteks 

Indonesia serta merumuskan model konseptual putusan permaafan hakim yang mengintegrasikan dimensi 

keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengandalkan data sekunder 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Ketentuan Pasal 

54 ayat (2) yang mengatur tentang rechterlijk pardon telah berlandaskan prinsip-prinsip fundamental dalam 

konstitusi serta sejalan dengan semangat keindonesiaan sebagaimana dimensi falsafah Pancasila yaitu nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan. Penelitian ini merumuskan model konseptual 

putusan permaafan hakim yang menetapkan kriteria objektif mencakup ringannya perbuatan, keadaan pribadi 

pelaku, keadaan pada saat dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, serta pertimbangan segi keadilan 

dan kemanusiaan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teoritis ilmu hukum pidana Indonesia 

dengan menyediakan kerangka konseptual rechterlijk pardon yang menyeimbangkan kepastian hukum dan 

keadilan substantif, serta memberikan panduan praktis bagi hakim dalam menerapkan Pasal 54 ayat (2) KUHP 

Nasional. 

 Kata kunci:  Putusan Hakim; Rechterlijk Pardon; Keadilan; Kemanusiaan.
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PENDAHULUAN  

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi dilema antara penegakan kepastian 

hukum dan pemenuhan keadilan substantif (Kasiyati, 2020). Hakim memiliki kewajiban untuk 

menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan prediktif, sementara masyarakat 

menghendaki putusan pengadilan yang merepresentasikan nilai keadilan serta kemanusiaan 

(Muladi, 2020). Dilema tersebut menjadi kian rumit ketika hakim menangani perkara yang 

memenuhi unsur tindak pidana secara teknis yuridis, tetapi penjatuhan sanksi pidana secara 

rigid berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Dalam tradisi hukum kontinental, khususnya di 

Belanda, berkembang konsep rechterlijk pardon atau pemaafan hakim yang memungkinkan 

hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana di bawah batas minimum 

ketentuan undang-undang (Remmelink, 2003). Konsep ini memperkenankan hakim 

memberikan pemaafan meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, berdasarkan 

pertimbangan khusus yang bersifat humanis (Herista & Barlian, 2020). Di Indonesia, relevansi 

adopsi dan adaptasi konsep rechterlijk pardon semakin meningkat seiring munculnya kasus 

yang menarik perhatian publik, seperti kasus Nenek Minah yang dijatuhi pidana atas pencurian 

tiga buah kakao (Kompas, 2009), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tanpa 

pertimbangan aspek kemanusiaan memicu kontroversi terhadap legitimasi sistem peradilan. 

Sistem hukum pidana Indonesia masih bergantung pada KUHP warisan kolonial 

Belanda, yang merupakan adaptasi dari Wetboek van Strafrecht tahun 1881 dan memiliki 

struktur sanksi yang rigid dengan ancaman pidana minimum dan maksimum yang telah 

ditetapkan (Moeljatno, 2015). Struktur tersebut memberikan ruang terbatas bagi hakim untuk 

melakukan individualisasi pidana berdasarkan kondisi khusus masing-masing kasus. Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan 

kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun ketentuan pidana yang rigid dalam KUHP tidak 

memberikan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut. KUHP baru 

yang disahkan pada tahun 2023 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi individualisasi 

pidana melalui konsep rechterlijk pardon dalam Pasal 54 ayat (2), namun implementasinya 

masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan perubahan paradigma di kalangan penegak 

hukum. 

Implementasi konsep rechterlijk pardon dalam konteks keindonesiaan memiliki 

landasan filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2019). Sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa mengandung dimensi moral dan spiritual yang menghendaki adanya belas kasihan 

serta pengampunan dalam penegakan hukum. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

menuntut setiap kebijakan negara, termasuk penjatuhan pidana, untuk menghormati martabat 

kemanusiaan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan agar 

keadilan dipahami tidak hanya secara formal-prosedural tetapi juga secara substantif-material. 

Dari perspektif komparatif, penerapan konsep rechterlijk pardon di Belanda telah 

meningkatkan legitimasi sistem peradilan dan mengurangi tingkat residivisme (Tak, 2008). 

Implementasi konsep rechterlijk pardon dalam sistem hukum Indonesia menghadapi 

tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, sistem hukum Indonesia yang berada dalam 

transisi dari paradigma legalistik-positivistik menuju paradigma responsif memerlukan 

reformasi regulasi (Rahardjo, 2009). Secara kultural, resistensi terhadap konsep pemaafan 

dalam hukum pidana masih terdapat di sebagian kalangan masyarakat dan penegak hukum 

yang mempertahankan pandangan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan pidana 

setimpal tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi khusus yang melatarbelakangi 

perbuatan (Arief, 2020). Isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan karena 
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pemberian kewenangan yang luas kepada hakim untuk memberikan pemaafan berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur dengan mekanisme kontrol yang 

memadai (Reksodiputro, 2021). Implementasi konsep ini memerlukan sistem pengawasan dan 

evaluasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 

Dari perspektif akademik, berbagai simposium dan konferensi ilmiah telah mengangkat 

tema rechterlijk pardon sebagai bagian dari diskusi pembaruan hukum pidana Indonesia 

(2023), namun literatur akademik yang membahas adaptasi konsep tersebut dalam sistem 

hukum Indonesia masih terbatas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan 

praktis di lapangan dan dukungan teoretis dari dunia akademik. Penelitian tentang 

implementasi konsep rechterlijk pardon dalam konteks keindonesiaan diharapkan memberikan 

kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia sekaligus masukan 

praktis bagi reformasi sistem peradilan pidana, dengan mengintegrasikan nilai universal 

keadilan dan kemanusiaan dengan kearifan lokal Indonesia untuk merumuskan model putusan 

hakim yang memenuhi aspek kepastian hukum dan mencerminkan keadilan substantif. 

Meskipun konsep rechterlijk pardon telah diadopsi ke dalam KUHP Nasional melalui 

Pasal 54 ayat (2), penelitian sebelumnya belum membahas secara komprehensif tentang 

landasan konstitusional dan filosofis rechterlijk pardon dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, 

serta belum merumuskan model konseptual putusan pemaafan hakim yang mengintegrasikan 

dimensi keadilan dan kemanusiaan secara operasional. Penelitian-penelitian terdahulu seperti 

Herista dan Barlian (2020), Syakir dan Sujarwo (2023), serta Wicaksono et al. (2025) lebih 

banyak membahas rechterlijk pardon dari aspek kebijakan hukum pidana atau perbandingan 

normatif, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana nilai-nilai keindonesiaan 

menjadi basis filosofis bagi putusan pemaafan hakim yang berkeadilan dan berkemanusiaan. 

Kesenjangan (gap) inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimana landasan konstitusional dan filosofis konsep rechterlijk pardon dalam konteks nilai-

nilai keindonesiaan? (2) Bagaimana model konseptual putusan pemaafan hakim yang 

mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP 

Nasional?  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji 

bahan pustaka dengan mengandalkan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi buku-

buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, dan doktrin hukum yang 

relevan dengan konsep rechterlijk pardon, keadilan, dan kemanusiaan dalam hukum pidana. 

Ketiga, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi 

lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan 

perbandingan (comparative approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu 

yang dikaji, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk 
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mengkaji konsep-konsep nilai keindonesiaan yang melandasi keberlakuan hukum pidana di 

Indonesia, lebih khusus dilakukan penelaahan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

kehidupan berbangsa dan bernegara guna mendekatkan kajian pada objek serta hasil yang 

dituju yakni sebuah putusan pemaafan hakim yang berdimensi adil dan berkemanusiaan. 

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan konsep rechterlijk 

pardon dalam sistem hukum Belanda sebagai negara asal konsep tersebut dengan rencana 

implementasinya dalam sistem hukum Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang adaptasi yang diperlukan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat teknik. Pertama, 

teknik interpretasi digunakan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional 

beserta konteks filosofis dan konstitusionalnya. Kedua, teknik analisis sistematis digunakan 

untuk menempatkan ketentuan rechterlijk pardon dalam kerangka sistem hukum pidana 

Indonesia secara keseluruhan, termasuk hubungannya dengan ketentuan-ketentuan lain dalam 

KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, teknik analisis gramatikal 

digunakan untuk menganalisis makna kata dan frasa dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) KUHP 

Nasional secara bahasa. Keempat, teknik analisis konseptual digunakan untuk mengkaji dan 

merumuskan konsep-konsep kunci seperti keadilan, kemanusiaan, dan pemaafan hakim dalam 

konteks nilai-nilai keindonesiaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Permaafan Hakim Dalam Konteks Ke-Indonesiaan 

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional tidak bisa dilepaskan 

dari kesadaran filosofis bangsa Indonesia. Bagi kalangan yang memiliki pengetahuan tentang 

sistem hukum di Indonesia, menyadari betul bahwa pembentukan suatu hukum sepantasnya 

harus mengacu atau berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Ariyad & Islamy, 2022). Kedua landasan normatif ini 

merupakan norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks 

pembentukan hukum, selain terhadap kedua landasan normatif tersebut juga diharuskan 

bersumber atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, atau diharuskan harmonis dengan ketentuan hukum yang setingkat dan masih 

berlaku(Luthfi, 2019). Tanpa kecuali ketentuan tentang rechterlijk pardon atau permaafan 

hakim yang diatur dalam KUHP Nasional juga diharuskan bersumber atau mengacu pada 

Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana objek dalam penelitian ini. 

a. Landasan Kontitusional  

Landasan konstitusional rechterlijk pardon dalam sistem hukum Indonesia dapat 

ditelusuri dari beberapa prinsip fundamental yang tercantum dalam UUD 1945. Prinsip 

pertama adalah prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 

1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" 

(Marbun, 2014). Konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental, yang menjadi rujukan 

Indonesia, tidak hanya menekankan pada supremasi hukum dalam arti formal, tetapi juga pada 

pencapaian keadilan material yang mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat (Ridlwan, 

2014; Sari et al., 2024). Dalam konteks negara hukum, rechterlijk pardon dapat dipahami 

sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku 

dan mekanis, tetapi tetap mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal 

ini sejalan dengan pemahaman bahwa negara hukum Indonesia bukan hanya negara yang 

berdasarkan hukum (government by law), tetapi juga negara hukum yang berkeadilan (Sari et 

al., 2024). Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang 
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tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan 

hukum yang lebih luas.  

Prinsip kedua yang menjadi landasan konstitusional rechterlijk pardon adalah prinsip 

keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan dipertegas dalam 

berbagai pasal UUD 1945. Keadilan sosial dalam konteks Indonesia tidak hanya dipahami 

sebagai keadilan distributif dalam bidang ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan dalam 

penegakan hukum (Hariyanto, 2015; Usman, 2020). Hal ini berarti bahwa sistem peradilan 

pidana harus dapat mengakomodasi kondisi-kondisi sosial yang berbeda dan memberikan 

perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi konkret masing-masing individu. Prinsip ketiga 

adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan konstitusional 

yang kuat setelah amendemen UUD 1945. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia 

memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak fundamental, termasuk hak untuk 

mendapat perlakuan yang adil dalam proses peradilan (Rahmatullah, 2020). Dalam konteks 

rechterlijk pardon, prinsip perlindungan HAM memberikan landasan bagi hakim untuk 

mempertimbangkan dampak putusan pidana terhadap hak-hak fundamental terdakwa, tanpa 

mengabaikan hak-hak korban dan masyarakat. 

Pasal 28D UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di depan hukum. Pasal ini merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang fundamental 

dalam UUD 1945 dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, 

memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum (Siregar, 2016; 

Siringoringo, 2022). Pasal 28I UUD 1945 dengan jelas menegaskan bahwa hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua pasal 

ini mempertegas bahwa di hadapan hukum, setiap individu berhak untuk diakui posisinya tanpa 

melihat latar belakangnya serta pentingnya keadilan ditegakkan. Konkritnya apa yang telah 

ditegaskan dalam konstitusi tersebut, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan secara organis. 

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 

Kekuasaan Kehakiman), Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "hakim dan hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat". Pasal ini menekankan pentingnya hakim dalam memahami dan 

menerapkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam proses peradilan. Hakim tidak 

hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial, 

budaya, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat (Khasanah & Lumbanraja, 2022; 

Sulistio et al., 2025). Hakim harus memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat tempat dimana perkara yang sedang diadili tersebut terjadi, sehingga 

pentingnya bagi hakim untuk menggali informasi dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat, termasuk nilai adat dan budayanya(Rumadan, 

2017). Dengan pemahaman atas nilai-nilai tersebut, hakim diharapkan dapat menghindari 

putusan yang dianggap diskriminatif atau tidak adil. Secara keseluruhan, Pasal 5 ayat (1) UU 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan peran hakim sebagai penegak hukum tidak hanya 

berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat demi mencapai keadilan yang sejati. 

b. Nilai-Nilai Ke-Indonesiaan  

Pentingnya memahami nilai-nilai yang memuat falsafah yang mencerminkan karakter 

kepribadian dan kondisi bangsa Indonesia adalah sebuah keharusan. Dalam konteks ini 

menunjukkan betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai dasar 
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falsafah negara Indonesia. Perumusan dan penetapan suatu peraturan sebagai bentuk 

penyelenggaraan negara niscayanya mengacu pada berbagai nilai yang terkandung dalam 

Pancasila (Hasan et al., 2024; Maulida et al., 2023). Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, 

sebab Pancasila adalah ideologi negara dan juga merupakan pandangan hidup (way of life) 

bangsa Indonesia dalam hal menjadi penunjuk arah semua bentuk kegiatan atau aktivitas hidup 

dan kehidupan bernegara (ALW, 2020). Wujud eksistensi Pancasila secara yuridis sebagai 

dasar cita perumusan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 

undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum negara.  

Ketentuan ini dinilai sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang memposisikan 

Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Artinya, semangat 

Pancasila harus benar-benar tercurahkan dalam seluruh sistem hukum Indonesia baik dalam 

struktur, kultur, maupun dalam penegakannya. Terhadap uraian bahwa Pancasila sebagai basis 

nilai falsafah negara, maka diharapkan dengan peneguhan tersebut mampu mewujudkan setiap 

produk hukum nasional akan berdampak pada kemaslahatan hidup dan kehidupan rakyat 

Indonesia(Dedihasriadi & Nurcahyo, 2020; Susanto, 2017). Karenanya, Pancasila mesti 

mampu dijadikan sebagai paradigma sekaligus cita hukum dalam perumusan dan penetapan 

sistem hukum nasional (Tahir, 2023). Tanpa kecuali, ketentuan tentang rechterlijk pardon yang 

dimuat dalam KUHP Nasional sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) yang merupakan bagian 

dari upaya pembaharuan sistem hukum pidana nasional juga mestinya kental dengan 

kandungan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum 

(Wicaksono et al., 2025).  

Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) ditegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan 

pribadi pelaku, atau keadaan waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat 

dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan 

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan(Jatmiko, 2022; Meliala, 2020). 

Ketentuan ini sesungguhnya tidak bisa dibaca secara terpisah dengan ketentuan ayat (1) 

sebelumnya yang secara keseluruhan menjadi suatu bagian utuh tentang pedoman bagi hakim 

dalam menjatuhkan pidana. Jika dicermati ketentuan Pasal 54 ayat (2) ini secara khusus, secara 

praktis rechterlijk pardon atau pemaafan hakim harus mempertimbangkan kompleksitas 

berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, tindak pidananya, hingga kondisi korban. 

Kompleksitas berbagai hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemaafan oleh hakim 

ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud acuan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai 

paradigma pembaharuan hukum pidana nasional yang dinilai dengan nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan selebihnya nilai keadilan. 

2. Model Putusan Permaafan Hakim Berkeadilan dan Berkemanusiaan 

Filosofi pemidanaan yang terkandung dalam KUHP Nasional menunjukkan terjadinya 

pergeseran dari retributive ke restoratif (Irmawanti & Arief, 2021; Rochaeti & Sutanti, 2018). 

Hal tersebut berimplikasi pada pemidanaan tidak bisa lagi dipandang sebagai bentuk 

pembalasan melainkan lebih fokus pada pemulihan keseimbangan sosial serta mendahulukan 

kepentingan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat. Selain itu, hal ini juga 

menandakan bahwa terjadinya evolusi dalam hukum pidana nasional dengan mengakomodasi 

nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan filosofi Pancasila (Ferdiles, 2019). 

Upaya penyesuaian dengan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana falsafah Pancasila ini 

menunjukkan konteks keindonesiaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam 

konteks putusan hakim berdasarkan konsep rechterlijk pardon atau pemaafan hakim yang 

dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dengan hasil berupa sebuah putusan 
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hakim harus disesuaikan dengan ruang lingkup, waktu, sejarah, dan budaya yang ada di 

Indonesia, sehingga putusan hakim berupa pemaafan tersebut tidak sebatas mengaplikasikan 

norma tertulis saja tetapi benar-benar penerapan prinsip-prinsip yang melingkupi tatanan 

hukum Indonesia diantaranya nilai keadilan dan kemanusiaan yang benar-benar mendasari 

jalannya kehidupan berkebangsaan. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan sebuah kerangka 

guna menjadi acuan oleh hakim untuk menghasilkan sebuah putusan hakim berupa permaafan 

yang berkeadilan dan berkemanusiaan (R et al., 2024).  

a. Kriteria Penerapan Permaafan Hakim 

Memastikan bahwa penerapan rechterlijk pardon tidak bersifat subjektif dan arbiter, 

diperlukan kriteria objektif yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim. Secara yuridis 

ketentuan Pasal 54 ayat (2) telah memberikan beberapa batasan agar hakim dapat menjatuhkan 

putusan berupa permaafan, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada 

waktu dilakukan tindak pidana atau terjadi kemudian, dan pertimbangan segi keadilan dan 

kemanusiaan. 

1) Ringannya Perbuatan: Syarat ini oleh Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tidak diberikan 

penjelasan lebih lanjut. Sehingga majelis hakim harus mampu menafsirkan ketentuan ini 

berikut menerapkannya secara bijaksana. Kriteria pertama ini berkaitan dengan sifat dan 

kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa bobot dari perbuatan 

pidana yang dilakukan tersebut harus sangat ringan dan/atau tidak menyebabkan akibat 

berupa kerugian yang besar terhadap korban (Barlian & Arief, 2017) (Syakir & Sujarwo, 

2023). Putusan permaafan hakim dalam mengimplementasikan syarat atau kriteria ini akan 

lebih tepat jika diterapkan pada tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar atau 

tidak bersifat sistematis. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan karena terpaksa atau 

dalam situasi yang sangat mendesak juga dapat dipertimbangkan untuk diputus permaafan.  

2) Keadaan Pribadi Pelaku: Selain berkaitan dengan sikap batin atau mensrea sebagai salah 

satu syarat mutlak pertanggungjawaban pidana, kriteria keadaan pribadi pelaku ini sangat 

berkaitan dengan riwayat atau track record terdakwa. Majelis hakim harus 

mempertimbangkan apakah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (first 

offender) dan memiliki rekam jejak yang baik dalam masyarakat sehingga terdakwa benar-

benar dipilih menjadi kandidat yang akan diputus permaafan (Barlian & Arief, 2017; 

Jatmiko, 2022). Selain itu juga jika dikaitkan dengan kriteria keadaan pribadi pelaku maka 

dapat ditemukan beberapa kriteria misalnya umur dari pelaku, motif dan tujuan melakukan 

tindak pidana, keadaan sosial dan kemampuan secara ekonomi pelaku. Sebaliknya jika 

ternyata terdakwa memiliki riwayat melakukan tindak pidana berulang kali (recidivist), 

maka rasanya kurang tepat jika terdakwa dijadikan kandidat untuk diputus permaafan. 

3) Keadaan pada Waktu Dilakukan Tindak Pidana atau yang Terjadi Kemudian: Kriteria 

ketiga ini dapat terlihat ketika terdakwa dalam proses pemeriksaan pasca dilakukannya 

tindak pidana benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus, berupaya untuk 

memperbaiki kesalahan yang diakibatkan, serta menunjukkan itikad baik untuk tidak 

mengulangi perbuatannya. Hal-hal yang disebutkan ini dapat menjadi pertimbangan untuk 

diterapkan rechterlijk pardon (HANANTA, 2018; Yuliawati, 2021). Selain itu, juga dapat 

dijadikan sebagai kriteria adalah keadaan dan/atau kesadaran terdakwa untuk memberikan 

ganti rugi kepada korban atau melakukan tindakan-tindakan positif lainnya. Keadaan yang 

disebutkan sebelumnya lebih menunjukkan pada keadaan yang terjadi setelah dilakukan 

tindak pidana atau yang terjadi kemudian. Keadaan yang menunjukkan pada waktu 

dilakukan tindak pidana untuk dapat diterapkan rechterlijk pardon diantaranya berkaitan 

dengan tindak pidana tersebut apakah dilakukan dengan rencana ataukah tidak, serta 

berkaitan dengan cara dan waktu dilakukannya tindak pidana. 
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4) Pertimbangan Segi Keadilan dan Kemanusiaan: Secara yuridis, perumusan kriteria 

keempat ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional memiliki sifat visioner. Dalam kriteria 

ini hakim benar-benar diharapkan mengedepankan subjektivitasnya berdasar pengetahuan 

dan kebijaksanaannya untuk menilai kandungan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan 

terhadap pelaku tindak pidana. Melalui kriteria ini Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional benar-

benar memposisikan keadilan dan kemanusiaan di atas kepastian hukum.(Bahri, 2024; 

Barlian & Arief, 2017) Hal tersebut juga sesungguhnya ditegaskan dalam Pasal 53 bahwa 

dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pada ayat 

(2) Pasal a quo ditentukan bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut 

terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib 

mengutamakan keadilan. 

Menurut hemat penulis, dari keempat kriteria yang telah ditentukan secara yuridis 

dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tersebut, kriteria keempat perlu dilakukan pendalaman 

dalam hal penerapan rechterlijk pardon. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, 

rechterlijk pardon memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek 

kemanusiaan dan keadilan yang mungkin tidak tertangkap secara rigid dalam ketentuan hukum 

tertulis. Penerapan rechterlijk pardon memerlukan keseimbangan yang sangat halus antara 

kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hakim harus memastikan bahwa putusan 

yang dijatuhkan tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan 

dan keadilan yang mungkin tidak terakomodasi secara optimal jika hanya mengikuti ketentuan 

hukum secara kaku. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam merumuskan model putusan 

hakim yang ideal dalam penerapan rechterlijk pardon. 

Meskipun rechterlijk pardon menawarkan fleksibilitas yang diperlukan dalam 

pemidanaan, terdapat potensi penyalahgunaan yang harus diantisipasi secara serius. Pertama, 

risiko subjektivitas berlebihan dapat muncul ketika kriteria penerapan rechterlijk pardon yang 

bersifat terbuka memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas kepada hakim, sehingga 

berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar hakim yang menangani kasus serupa. Paulina 

dan Zulfa (2024) mengingatkan bahwa tanpa pedoman penerapan yang jelas dan terukur, 

rechterlijk pardon dapat berubah menjadi instrumen yang kontraproduktif terhadap tujuan 

kepastian hukum yang juga menjadi salah satu pilar negara hukum Indonesia. Kedua, risiko 

ketidakpastian hukum menjadi semakin nyata apabila rechterlijk pardon diterapkan tanpa 

standar yang konsisten, karena masyarakat akan kesulitan memprediksi konsekuensi hukum 

dari suatu perbuatan pidana, yang pada gilirannya dapat melemahkan fungsi pencegahan 

(deterrence) dari hukum pidana itu sendiri. Ketiga, potensi penyalahgunaan wewenang juga 

tidak dapat diabaikan, mengingat kewenangan diskresi yang besar tanpa mekanisme kontrol 

yang memadai dapat membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif dalam lembaga peradilan 

(Reksodiputro, 2021). 

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengalaman Belanda sebagai negara asal 

konsep rechterlijk pardon memberikan pelajaran berharga. Dalam sistem hukum Belanda, 

rechterlijk pardon diatur dalam Pasal 9a Wetboek van Strafrecht yang memberikan 

kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana 

(schuldigverklaring zonder oplegging van straf) (Saputro, 2016; Yuliawati, 2021). Tak (2008) 

mencatat bahwa penerapan rechterlijk pardon di Belanda didasarkan pada pertimbangan bahwa 

pemidanaan tidak selalu merupakan respons yang tepat terhadap setiap tindak pidana, dan 

bahwa hakim harus memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus 

yang meringankan. Berbeda dengan Belanda yang telah memiliki tradisi panjang dalam 

penerapan konsep ini dan didukung oleh yurisprudensi yang mapan, Indonesia masih berada 
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pada tahap awal adopsi konsep rechterlijk pardon melalui KUHP Nasional yang baru akan 

berlaku efektif pada tahun 2026. Perbedaan konteks budaya hukum, tingkat independensi 

peradilan, serta mekanisme pengawasan hakim antara Belanda dan Indonesia menuntut 

adaptasi yang cermat agar konsep rechterlijk pardon dapat berfungsi secara optimal dalam 

sistem hukum Indonesia. Di Belanda, konsistensi penerapan dijamin oleh mekanisme kasasi 

yang kuat dan tradisi preseden yang meskipun tidak mengikat secara formal, namun sangat 

dihormati dalam praktik peradilan, sementara di Indonesia mekanisme serupa masih perlu 

diperkuat(Butt, 2018)..  

Temuan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

menunjukkan kontribusi yang lebih komprehensif. Penelitian Herista dan Barlian (2020) telah 

membahas rechterlijk pardon dalam kebijakan dan penerapan pidana Indonesia namun belum 

mengeksplorasi secara mendalam landasan filosofis Pancasila sebagai basis nilai bagi 

pemaafan hakim. Penelitian Firmansyah et al. (2024) yang melakukan studi perbandingan 

rechterlijk pardon dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

lebih berfokus pada politik hukum pidana, tanpa merumuskan model konseptual putusan yang 

mengintegrasikan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Wicaksono et al. (2025) 

mengkaji rechterlijk pardon sebagai penyeimbang asas legalitas, namun tidak secara khusus 

membangun kerangka model putusan berkeadilan dan berkemanusiaan. Sugiharto et al. (2024) 

menganalisis metode penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif rechterlijk pardon, tetapi 

pendekatan mereka lebih bersifat prosedural dan kurang menyentuh aspek substansial tentang 

bagaimana nilai-nilai keindonesiaan diintegrasikan ke dalam putusan pemaafan hakim. Dengan 

demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model konseptual yang 

secara eksplisit mengaitkan kriteria penerapan rechterlijk pardon dengan dimensi keadilan dan 

kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.  

Keadilan dalam konteks rechterlijk pardon harus dipahami sebagai keadilan yang 

bersifat multidimensional. Tidak hanya keadilan prosedural yang menekankan pada ketaatan 

terhadap prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga keadilan substantif yang 

mempertimbangkan hasil akhir dari suatu putusan terhadap keadaan konkret yang dihadapi 

oleh terdakwa. Keadilan distributif juga menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana sanksi 

atau konsekuensi hukum didistribusikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan 

dan kondisi personal terdakwa (Sugiharto et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas, keadilan 

dalam rechterlijk pardon juga harus mempertimbangkan keadilan restoratif, yaitu bagaimana 

putusan tersebut dapat memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana 

yang dilakukan. Ini bukan hanya tentang memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga 

tentang bagaimana putusan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi terdakwa, memberikan 

kepuasan moral bagi korban dan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa 

di masa mendatang (Armansyah, 2025).  

Keadilan dalam penerapan rechterlijk pardon juga harus mempertimbangkan prinsip 

proporsionalitas. Artinya, ringannya sanksi atau pengampunan yang diberikan harus 

proporsional dengan berbagai faktor yang meringankan, seperti kondisi personal terdakwa, 

motivasi melakukan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang telah dilakukan 

untuk memperbaiki kesalahan. Proporsionalitas ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

penerapan rechterlijk pardon tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, termasuk 

korban dan masyarakat luas (Wicaksono et al., 2025). Sementara aspek kemanusiaan dalam 

penerapan rechterlijk pardon merefleksikan pengakuan bahwa setiap individu memiliki 

martabat dan hak-hak fundamental yang harus dihormati, bahkan dalam konteks sistem 

peradilan pidana. Kemanusiaan dalam konteks ini tidak berarti memberikan toleransi 

berlebihan terhadap tindak pidana, melainkan memberikan ruang untuk mempertimbangkan 
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kondisi-kondisi khusus yang mungkin mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami 

atau mengendalikan tindakannya (Ningtia & Shofa, 2024).  

Pertimbangan kemanusiaan dapat mencakup kondisi psikologis terdakwa, seperti 

adanya gangguan mental yang tidak sampai pada tingkat yang dapat dijadikan dasar untuk 

menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi cukup 

signifikan untuk mempengaruhi kemampuan pertimbangannya. Kondisi sosial ekonomi yang 

memaksa seseorang melakukan tindak pidana juga dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan, 

meskipun hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan justifikasi 

yang berlebihan terhadap tindak pidana. Aspek kemanusiaan juga mencakup pertimbangan 

terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh putusan pidana terhadap kehidupan terdakwa 

dan keluarganya. Misalnya, jika terdakwa adalah pencari nafkah utama dalam keluarga yang 

memiliki tanggungan anak-anak atau orang tua yang sudah lanjut usia, maka pertimbangan 

kemanusiaan dapat mengakomodasi situasi ini tanpa mengabaikan aspek keadilan. Namun, 

pertimbangan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menjadi alasan untuk 

mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. 

b. Model Putusan Permaafan Hakim 

Model putusan hakim yang ideal dalam penerapan rechterlijk pardon harus dimulai 

dengan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim 

harus secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis semua faktor yang relevan, baik 

yang memberatkan maupun yang meringankan. Analisis ini harus dilakukan secara objektif 

dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dengan aspek 

keadilan dan kemanusiaan. Dalam menyusun putusan, hakim harus secara eksplisit 

menjelaskan mengapa rechterlijk pardon dianggap tepat untuk diterapkan dalam kasus 

tersebut. Penjelasan ini harus mencakup analisis terhadap aspek keadilan dan kemanusiaan 

yang menjadi dasar pertimbangan. Hakim juga harus menjelaskan bagaimana putusan tersebut 

tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan 

efek jera, dan memulihkan keseimbangan sosial (Irmawanti & Arief, 2021; Setyawan & 

Kurniawan, 2021). 

Putusan juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Meskipun 

terdakwa mendapat pengampunan atau sanksi yang lebih ringan, putusan harus tetap 

memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban dan menegaskan bahwa tindak pidana 

yang dilakukan tidak dapat dibenarkan(Saputro, 2016). Hal ini penting untuk menjaga 

keseimbangan antara aspek kemanusiaan terhadap terdakwa dan keadilan bagi korban. Dalam 

menerapkan rechterlijk pardon, hakim harus mempertimbangkan proporsi antara tindak pidana 

yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Proporsi ini tidak hanya dilihat dari segi 

kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Artinya, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya 

berapa lama sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga jenis sanksi yang paling tepat untuk mencapai 

tujuan pemidanaan (Paulina & Zulfa, 2024).  

Keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanusiaan juga harus tercermin dalam 

pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan. Hakim harus menunjukkan bahwa 

putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap 

terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat(Barlian & 

Arief, 2017; Samosir, 2019). Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi alternatif 

yang tetap memiliki efek pencegahan dan pemulihan (Rizani et al., 2023). Keseimbangan juga 

harus tercermin dalam cara hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Faktor-faktor 

yang memberatkan tidak boleh diabaikan begitu saja, tetapi harus dipertimbangkan secara 

proporsional dengan faktor-faktor yang meringankan. Hakim harus dapat menunjukkan bahwa 
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meskipun ada faktor-faktor yang memberatkan, faktor-faktor yang meringankan lebih dominan 

sehingga rechterlijk pardon dapat diterapkan. 

Model putusan hakim yang ideal dalam penerapan rechterlijk pardon juga harus 

mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan dari penerapan 

rechterlijk pardon tercapai. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau perilaku 

terdakwa setelah mendapat pengampunan atau sanksi yang lebih ringan. Jika terdakwa 

menunjukkan perbaikan perilaku dan tidak mengulangi tindak pidana, maka penerapan 

rechterlijk pardon dapat dianggap berhasil. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap dampak 

putusan terhadap korban dan masyarakat. Apakah putusan tersebut dapat memberikan 

kepuasan moral bagi korban dan masyarakat, atau justru menimbulkan ketidakpuasan dan 

ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Evaluasi ini penting untuk melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan rechterlijk pardon di masa mendatang.  

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini merumuskan model konseptual 

putusan pemaafan hakim yang berdimensi keadilan dan kemanusiaan sebagai berikut. Model 

ini terdiri dari empat tahap yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah tahap verifikasi 

yuridis, di mana hakim memastikan bahwa kasus yang dihadapi memenuhi kriteria objektif 

yang ditetapkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yaitu ringannya perbuatan, keadaan 

pribadi pelaku, dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. 

Tahap kedua adalah tahap penilaian keadilan substantif, di mana hakim melakukan analisis 

mendalam terhadap dimensi keadilan prosedural, distributif, dan restoratif dengan 

mempertimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat secara proporsional. 

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi kemanusiaan, di mana hakim menilai kondisi-kondisi 

khusus yang bersifat humanis seperti kondisi psikologis, sosial ekonomi, dan dampak 

pemidanaan terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya dengan tetap menghormati hak-hak 

korban. Tahap keempat adalah tahap formulasi putusan, di mana hakim menyusun putusan 

yang secara eksplisit memuat pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, kesesuaian dengan 

tujuan pemidanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-putusan. Model 

konseptual empat tahap ini merupakan kebaruan (novelty) yang ditawarkan oleh penelitian ini 

sebagai kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia, khususnya dalam 

operasionalisasi konsep rechterlijk pardon yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. 

 

SIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep rechterlijk pardon memiliki landasan 

konstitusional dalam UUD 1945 melalui prinsip negara hukum, keadilan sosial, perlindungan 

hak asasi manusia, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta selaras dengan nilai-nilai 

Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Penerapannya harus 

mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan melalui pertimbangan 

objektif terhadap karakter tindak pidana, kondisi dan rekam jejak terdakwa, serta dampaknya 

bagi korban dan masyarakat, disertai alasan putusan yang akuntabel dan mekanisme evaluasi. 

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkuat dasar filosofis dan 

konstitusional rechterlijk pardon, secara konseptual dengan menawarkan model empat tahap 

putusan pemaafan hakim, dan secara praktis sebagai acuan penyusunan pedoman penerapan 

oleh Mahkamah Agung serta pengembangan pelatihan hakim. Ke depan, diperlukan penelitian 

empiris, komparatif, dan evaluatif mengenai efektivitas model tersebut, kesiapan infrastruktur 

peradilan, serta persepsi masyarakat terhadap implementasi rechterlijk pardon setelah KUHP 

Nasional berlaku efektif. 
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